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Silpa Mencapai Rp 9,72 trilun

mpat fraksi di DPRD DKL Jakarta

mempertanyakan tingginya sisa lebih

pemblayaan anggaran (silpa) dalam

anggaran pendapatan dan belanjn
daerah (APBD) tahun 2021

Keempal frakst itu adalah Partal Keadilan
Sejahtera (PKS), Partal Amanat Naslonal
(PAN). Partal Gerindra dan Partal Solidaritas
Indonesia (PSI),

Wakil Ketua Frakst PSI DPRD DKL Jakarta
August Hamonangan mengatakan, nilai stlpa
tahun 2021 adalah Rp 9.721.718.831.341
yang berasal dan surplus sebesar Rp
4,947 969,038,435 dan pembiayaan neto se
besar Rp 5.773.749.792,906. Kata dia, Silpa
2021 mengalamt Kenalkan hampir dua kall
lpat dibandingkan tahun Anggaran 2020
yang sebesar Rp 5. 165,696.290,359.

"Keberadann SILPA sebesar Rp
9,72 triliun membukttkan balwa
Pemprov DKI tdak cermat dalam
melakukan perencanaan program
dan penganggaran,” ujar August
saal rapat paripurna pembacaan
pandangan umum fraksi-fraksi
lerhadap pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD DKI Ja
karta tahun 2021 di DPRD
DKI Jakarta pada Rabu
(24/8/2022).

August menya
takan, Fraksi
’SI menyayang
kan tingginya
nilai silpa,
hal ini justru

menandakan banyak program yang disusun
pemerintah daerah justru tidak terealisasi
dengan maksimal.

“Kami menyoroti rendahnya realisast pada
penyertaan modal daerah sebesar 61,1 persen
atau menylsakan anggaran sebesar Rp 3.7
triliun.” katanya,

Menurut dia, hal inf menjadi anomali, pasal
nya pada pembahasan perubahan APBD 2021
justru terdapat program-program yang dihapus
kan atau dikurang! pemblayannnya untuk men
gakomodir penganggaran pada program lain,

Termasuk, ujar dia, untuk alokasi penyer
taan modal daerah (PMD) dengan harapan
perseroan dapat memberikan pelayanan yang
lebth batk kepada masyarakat di tengah pan
demi Covid- 19.

“Padahal program-program yang
dihapuskan atau dikurangl anggaran
nya dapat mempercepat pemulithan

dampak Covid- 19 atau untuk kepent
ingan publik. Program-program
tersebut seperti pengha
pusan pelatihan UMKM,
penghapusan pelatihan
Kerja, penurunan
anggaran Labkes
da, ataupun belum
sepenuhnya dilaku
kan pembayaran
pelunasan utang
PSO (public service
obligation) pada

Transjakartn,”
jelas August
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